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Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perfindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuka;

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur menyampaikan bahwa
penyusunan RPJMD dan RPJPD didasari atau mengacu pada Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dikarenakan jangka
waktunya lebih panjang yaitu 30 tahun;

. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung

Timur menyampaikan bahwa untuk dokumen RPPLH sedang dalam proses
verifikasi di tingkat provinsi dan saat ini sedang menunggu hasil verifikasinya;
Pembahasan terkait Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, terdapat beberapa yang dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali,
Adapun sebagai berikut:

a. penyesuaian pada konsideran menimbang karena Raperda ini bersifat delegatif
sehingga konsiderannya cukup terkait menindakianjuti ketentuan Pasal 10 ayat
(3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

b. pada konsideran mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021



tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

c. pada Pasal 1 ketentuan umum ada beberapa yang dihapus, yaitu sebagai

berikut:

- ketentuan terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- ketentuan terkait Pejabat yang ditunjuk;

- ketentuan terkait Jasa Lingkungan Hidup;

- ketentuan terkait Daya Dukung Lingkungan Hidup;

- ketentuan terkait Daya Tampung Lingkungan Hidup;

- ketentuan terkait Inventarisasi Lingkungan Hidup;

- ketentuan terkait Ruang Terbuka Hijau;

- ketentuan terkait Baku Mutu lingkungan Hidup;

- ketentuan terkait Pencemaran Lingkungan Hidup;

- ketentuan terkait Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- ketentuan terkait Perusakan Lingkungan Hidup;

- ketentuan terkait Konservasi Sumber Daya Alam;

- ketentuan terkait Perubahan Iklim;

- ketentuan terkait dampak Lingkungan Hidup;

- ketentuan terkait Ekoregion;

- ketentuan terkait Ekosistem;

- ketentuan terkait Sumber Daya Alam;

- ketentuan terkait Pelaku Usaha; dan

- ketentuan terkait Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

d. Ditambahkan satu pasal tentang ruang lingkup;

e. Untuk judul Raperda disesuaikan dengan Program Pembentukan Peraturan
Daerah;

f. Penyesuaian pada pasal terkait sistematika RPPLH dengan Dokumen RPPLH;

g. Pada Pasal 4 ayat (1) terkait RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat
dipisah menjadi 2 ayat;

h. Pada pasal 12 ayat (3) dihapus;

i. Penyesuaian pada pasal 16 terkait penyampaian laporan IKLH sehingga
berbunyi " (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring RPPLH kepada
Gubernur, (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil
monitoring capaian IKLH, dan (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.

j. Pada pasal 17 ayat (4) terkait perubahan RPPLH dengan peraturan Daerah
dihapus.

5. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditutup.
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